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ABSTRAK :

CATATAN :

- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah
kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi
memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. bahwa Kabupaten
Banyuwangi merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
melaksanakan tanggung jawab negara dalam kapasitasnya sebagai pemerintah daerah
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16
Tahun 1950; UU No.39 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU
No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2005; UU No.17 Tahun 2007; UU No.25 Tahun
2009; UU No.11 Tahun 2009; UU No0.36 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.13 Tahun
2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9
Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; PP No.63 Tahun 2013; Perpres No.15 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No.13
Tahun 2006; Permendagri No.42 Tahun 2010; Perpres No.166 Tahun 2014,
Permendagri No.80 Tahun 2015; Permensos No.28 Tahun 2017; Permensos No.15
Tahun 2018; Permendesa PDTT No.11 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2019; Perda No. 15 Tahun
2011; Perda No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun
2019.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan
meliputi : Asas, sasaran, kriteria dan indikasi; Hak dan Tanggungjawab Fakir Miskin;
Pendataan; Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan; Strategi dan Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; Kelembagaan; Pelaksanaan Koordinasi; Hubungan Kerja;
Pembinaan; Peranserta Masyarakat dan Pelaku Usaha; Pengaduan Masyarakat;
Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan
Pidana dan Ketentuan Penutup.

Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 11 Juni 2020.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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